BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah yang mengakomodir pengaturan dan pengelolaan
dana operasional sekolah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah, maka dipandang perlu merubah
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah
Kabupaten Merauke;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Merauke; ’

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang...



8.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Admnistrasi Kendudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan...
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13.

14.

15.
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18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten Merauke
Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 1 1);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 75
TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MERAUKE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Merauke
Nomor 75 Tahun 2014  tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Merauke (Berita Daerah Kabupaten
Merauke Tahun 2014 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini terdiri dari:
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Merauke;
Penyajian Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
Laporan Arus Kas;
Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas;
Akuntansi Belanja;
Akuntansi Transfer;
Akuntansi Pembiayaan;
. Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrual;
Akuntansi Beban;
Akuntansi Kas dan setara Kas;.
Akuntansi Piutang;
Akuntansi Persediaan;
Akuntansi Investasi;
Akuntansi Aset Tetap;
Akuntansi Kostruksi Dalam Pengerjaan;
Akuntansi Dana Cadangan dan Aset Lainnya ;
Akuntansi Kewajiban;
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan
Peristiwa Luar Biasa; dan
Laporan Keuangan konsolidasian.
Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

(2) Kebijakan...
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(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini,
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

CAP/TTD
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

y200312 1004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

A

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;

Ketua DPRD Kabupaten Merauke;

Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;

Inspektur Kabupaten Merauke;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke.



